




A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan masalah demografis 
yang penting dewasa ini. Indonesia menjadi negara ke-4 sebagai penduduk 
terbanyak di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat (BKKBN, 
2012). Pada tahun 2015, Indonesia memiliki jumlah penduduk 255.461.700 
jiwa yang sebagian besar di Pulau Jawa. Jumlah penduduk Jawa Tengah 
sebesar 33,52 juta jiwa dan menduduki peringkat tiga besar setelah Jawa 
Barat dan Jawa Timur (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015). Sedangkan jumlah 
penduduk di Sukoharjo dari tahun 2009 – 2015 mengalami peningkatan 
kurang lebih 0,70 % per tahun (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016). 
Penduduk di Indonesia didominasi oleh perempuan usia produktif. 
Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) pada tahun 2015 sebanyak 68,1 juta dan 
tahun 2019 diperkirakan meningkat sebanyak 71,2 juta (Kemenkes, 2015). 
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Provinsi Jawa Tengah sebanyak 
19.591.332 jiwa pada tahun 2014 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015). Jumlah 
PUS Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2013 yang tercatat sebanyak 152.183 
dan meningkat menjadi 153.937 pada tahun 2014 (DKK Sukoharjo, 2014). 
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) secara nasional tidak banyak 
mengalami perubahan. LPP di Indonesia pada periode tahun 2000 – 2010 dan 
tahun 2010 - 2014 sebesar 1,49 %. Sedangkan, LPP di Jawa Tengah 
meningkat dari 0,37 % menjadi 0,82 % pada periode tahun yang sama. 
Sehingga LPP di Indonesia diharapkan turun sebesar 1,1 % (BPS, 2015; 
BKKBN, 2014). Selanjutnya LPP Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 
lima tahun (2010-2014) cenderung mengalami kenaikan berkisar 0,69 % 
(DKK Sukoharjo, 2014).  
LPP yang cepat dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan 
penyebaran penduduk di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah 
perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Keadaan 
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ini menimbulkan berbagai masalah seperti penurunan kualitas lingkungan 
hidup, pemukiman kumuh, pengurangan lapangan pekerjaan dan peningkatan 
masalah sosial ekonomi. LPP yang pesat harus diimbangi dengan peningkatan 
pemenuhan kebutuhan hidup yang bermutu dan dalam jumlah yang banyak 
(Kemenkes, 2013). 
LPP yang tinggi sebanding dengan Total Fertility Rate (TFR). TFR 
perempuan usia produktif yang melahirkan sebesar 2,6 anak selama masa 
reproduksinya dalam kurun waktu 2009 – 2012. Tingkat fertilitas perempuan 
di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan (2,8 dan 2,4) (SDKI, 2012). 
Pemerintah berupaya untuk menurunkan TFR tahun 2019 sebesar 2,3 % pada 
perempuan usia produktif dalam pembangunan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana (KKB) (BPPN, 2014). 
Upaya yang efektif untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk 
dilakukan melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dalam 
rangka mewujudkan Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) 
serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas 
penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur komposisi dan 
persebaran penduduk yang seimbang  sesuai dengan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup (BKKBN, 2015).  
Program KB merupakan upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan 
dengan pendekatan promotif dan preventif yang terpadu, menyeluruh dan 
berkesinambungan. Pelayanan promotif dan preventif meliputi konseling dan 
penggunaan  kontrasepsi non–MKJP dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP) (Kemenkes, 2013). Sehingga MKJP merupakan metode kontrasepsi 
yang harus digalakkan (Kemenkes, 2015). MKJP merupakan metode 
kontrasepsi yang efektifitasnya relative lama antara tiga tahun sampai seumur 
hidup yang terdiri dari Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) / Implan, Alat 
Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) / Intra Uterine Device (IUD), Metode 
Operasi Wanita (MOW) / Tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOP) / 
Vasektomi (BKKBN, 2014). Penyelenggaraan pelayanan KB juga harus 
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memperhatikan fungsi sosial, nilai, norma agama, sosial budaya, moral dan 
etika profesi (BPPN, 2014). 
Pencapaian program KB di Indonesia masih jauh dari sasaran program 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019. 
Sasaran yang dicapai dalam pembangunan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana (KKB) dengan penggunaan MKJP adalah 18,3 % pada tahun 2014 
dan ditargetkan menjadi 23,5 % pada tahun 2019. Sedangkan angka 
prevalensi kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate / CPR) semua cara 
kontrasepsi pada perempuan usia 15 – 49 tahun sebesar 66,0 % yang 
sebelumnya 61,9 %. Arah kebijakan dan strategi pelayanan KB dengan 
menggunakan MKJP adalah untuk mengurangi drop-out dan meningkatkan 
penggunaan non-MKJP dengan memberikan informasi secara kontinyu untuk 
keberlangsungan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan 
mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE) (BKKBN, 
2015; BPPN, 2014). 
Sesuai dengan Undang – Undang (UU) No. 52 tahun 2009 tentang 
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai satu 
kesatuan dengan KB dalam satu organisasi. Hal ini diperkokoh dengan 
terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) No. 87 tahun 
2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, 
keluarga berencana dan sistem informasi keluarga. Kebijakan KB dilakukan 
melalui beberapa upaya diantaranya peningkatan keterpaduan dan peran serta 
masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan 
memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya 
serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat, dan Komunikasi Informasi dan 
Edukasi (KIE). Dengan adanya UU dan Perpres ini penyelenggaraan KB 
diharapkan dapat lebih memperkuat pengendalian penduduk. Dasar hukum ini 
mendukung program KB dalam upaya untuk mewujudkan keluarga sehat dan 
berkualitas.  
Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
(2014) menunjukkan bahwa peserta KB aktif sebanyak 35.202.908 dari 
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47.019.002 PUS yaitu (11,07 %) IUD, (10,46 %) implan, (0,69 %) MOP, 
(3,52 %) MOW, (3,15 %) kondom, (23,58 %) pil dan (47,54 %) suntikan. 
Data Kemeterian Kesehatan Republik Indonesia (2014) menunjukkan bahwa 
peserta KB aktif di Jawa tengah sejumlah 5.299.177 dan 6.745.397 PUS. 
Penggunaan KB diantaranya yaitu  (8,74 %) IUD, (11,48 %) implan, (0,99 %) 
MOP, (5,32 %) MOW, (2,32 %) kondom, (14,47 %) pil dan (56,67 %) 
suntikan. Sedangkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 
– 2014 menunjukkan bahwa ada penurunan peserta KB aktif dari 79,81 % 
menjadi 77,44 %. Sebanyak 64,7 % peserta KB adalah non–MKJP , terdiri 
dari (58,9 %) suntik, (2,7 %) pil KB dan (3,1 %) kondom. Sedangkan, 
penggunaan MKJP sebesar (9,2 %) implan, (18,5 %) IUD, (7,3 %) MOW dan 
(0,3 %) MOP. Data peserta KB aktif pada tahun 2015 di Sukoharjo adalah 
(16,4 %) IUD, (8,5 %) implan, (0,4 %) MOP, (7,8 %) MOW, (1,9 %) 
kondom, (13,0 %) pil dan (52,1 %) suntikan. 
Studi Pendahuluan yang dilakukan bulan Agustus 2016 dengan 
Kepala Seksi (Kasie) KB Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana (KPPKB) Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa program KB 
MKJP lebih diarahkan melalui beberapa kegiatan pelayanan KB serentak. 
Kegiatan pelayanan KB ini dilakukan secara rutin, yaitu (1) bulan Januari-
Februari dengan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) muslimat Nahdatul Ulama 
(NU), (2) bulan Maret-April dengan kegiatan Baksos Aisyiyah, (3) bulan 
Mei-Juni dengan kegiatan pekan bakti Pembantu Pembina Keluarga 
Berencana Desa (PPKBD), (4) bulan Juli-Agustus dengan kegiatan bulan 
bakti KB kesehatan bayangkara, (5) bulan September-Oktober dengan 
kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) manunggal KB kesehatan dan (6) 
bulan November-Desember dengan kegiatan kesatuan gerak Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) KB kesehatan. Kegiatan tersebut memberikan 
pelayanan pemasangan, pencabutan KB, kontrol KB gratis yang disesuaikan 
kuota anggaran dan khusus IUD ditambah dengan pemeriksaan IVA tes 
dengan biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Anggaran yang diberikan 
terhadap akseptor adalah implan Rp. 50.000, IUD dan MOW Rp. 100.000, 
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serta MOP Rp. 250.000. Anggaran tersebut didapatkan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo dan Badan 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 
(BPPPKB) provinsi Jawa Tengah. Akseptor yang menggunakan MKJP 
terpusat pada wilayah kecamatan tertentu diantaranya yaitu IUD banyak 
terdapat di wilayah Puskesmas Kartasura, akseptor implan terdapat di wilayah 
Puskesmas Weru, akseptor MOW di Puskesmas Polokarto dan akseptor MOP 
di Puskesmas Tawangsari. Pemusatan akseptor tersebut dikarenakan faktor 
keaktifan grup pelopor dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) 
untuk menarik minat akseptor KB MKJP dan efek samping minimal yang 
dialami pengguna MKJP di masing – masing daerah. Faktor penghambat 
dalam melakukan kegiatan pelayanan KB serentak ini disebabkan karena 
sarana pelayanan tindakan MOW yang dilakukan di Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Sukoharjo terkendala dengan pelayanan yang diberikan tidak 
memadai sehingga dilakukan diluar wilayah kabupaten Sukoharjo yaitu 
Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Dian Pertiwi Karanganyar, Perkumpulan 
Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Klaten dan Rumah Sakit Angkatan 
Udara Republik Indonesia (RS AURI) Colomadu. 
Penggunaan MKJP yang rendah di kabupaten Sukoharjo dipengaruhi 
oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dianggap berkontribusi dengan 
kecenderungan pemilihan non-MKJP yaitu faktor penerimaan terhadap 
kontrasepsi tersebut. Sejarah perkembangan program KB mencatat bahwa 
metode non-MKJP terutama KB suntik mendominasi pilihan kontrasepsi 
Pasangan Usia Subur (PUS). Hal ini disebabkan oleh kenyamanan secara 
psikologis yang lebih terhadap KB suntik. Sedangkan MKJP memerlukan 
tenaga yang berkompeten dan sarana serta prasarana penunjang pelayanan 
yang memadai. Non-MKJP memiliki tingkat keberlangsungan (continuation 
rate) yang rendah dibandingkan MKJP meskipun masing – masing jenis 
kontrasepsi memiliki tingkat efektivitas yang hampir sama jika digunakan 
sesuai aturan (perfect use). Apabila peserta KB non-MKJP persentasenya 
jauh lebih tinggi, dikhawatirkan lebih banyak terjadi drop out (BKKBN, 
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2011). Penggunaan MKJP yang relatif rendah juga terjadi di negara – negara 
berkembang lainnya diantaranya Ethiopia, Kenya dan Nigeria.  
Asih dan Oesman (2009) melaporkan bahwa faktor – faktor yang 
mempengaruhi pemakaian kontrasepsi MKJP yaitu faktor sosiodemografi, 
keterpaparan program KB dan lingkungan. Studi penelitian yang digunakan 
adalah cross sectional dari kajian deskriptif dan analitik dari data Survei 
Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) (2007). Hasil penelitian dari 14 
faktor diantaranya 4 faktor terkuat yang mempengaruhi penggunaan MKJP 
adalah usia (OR= 3,15), penerangan KB dari tokoh masyarakat 
(TOMA)/tokoh agama (TOGA) (OR= 1,35), pekerjaan ibu (OR= 1,35), peran 
media cetak (OR= 1,35) dan pengetahuan tentang kontrasepsi (OR= 1,34). 
Penelitian Nasution (2011) mengkaji faktor karakteristik demografi, 
sosial, ekonomi dan sarana dari delapan wilayah di Indonesia yaitu Jawa, 
Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. 
Penelitian tersebut adalah non eksperimen dengan desain survei kuantitatif 
dan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa beberapa faktor yang 
mempengaruhi penggunaan MKJP di Indonesia yaitu WUS yang berusia 
lebih dari 30 tahun, jumlah anak lebih dari 1 atau 3 anak, lebih dari 10 tahun 
usia pernikahan, tingkat pendidikan diatas SMA, bertempat tinggal di 
perkotaan, untuk mengakhiri kehamilan dalam tujuan menggunakan KB dan 
tahapan Keluarga Sejahtera (KS) III (wilayah Sumatera, Kalimantan dan 
Sulawesi); tahapan KS II dan KS III (wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara); 
tahapan Pra Sejahtera dan KS I (wilayah Maluku dan Papua). Penelitian ini 
juga menyebutkan bahwa adanya hambatan di daerah dalam upaya 
meningkatkan penggunaan MKJP yaitu rumor yang berkembang di Jawa 
Timur mengenai terjadinya kegagalan IUD, larangan dari suami dan efek 
samping yang mempengaruhi hubungan saat melakukan hubungan intim. 
Sehingga membuat masyarakat takut dalam penggunaan MKJP. 
Triana, et al (2011) menganalisis hambatan psikososial dan niat KB 
dengan metode penelitian cross sectional study dengan menggunakan data 
SDKI (2007). SDKI (2007) mencakup 40.701 rumah tangga yang diantaranya 
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32.895 wanita pernah kawin usia 15 – 49 tahun dan pria kawin 8.758 dengan 
usia 15 – 54 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa empat indikator wanita 
yang tidak menggunakan kontrasepsi yaitu sikap tidak setuju pada program 
KB (14,4%), persepsi suami yang menentang menggunakan KB (23,6%), 
takut efek samping penggunaan KB (26,5%) dan penerimaan sosial budaya 
(kepercayaan 2% dan larangan agama 0,5%). Sehingga perlu dijelaskan 
keterlibatan suami dan TOMA dalam upaya sosialisasi KB sehingga 
kesalahpahaman negatif tentang kontrasepsi bisa diperbaiki.  
Dengan demikian, peneliti ingin mengeksplorasi secara mendalam 
tentang analisis faktor – faktor psikososial dan budaya lokal yang 
mempengaruhi penggunaan MKJP di Kabupaten Sukoharjo.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah  
1. Bagaimana faktor – faktor psikososial terhadap penggunaan MKJP? 
2. Bagaimana budaya lokal dapat mempengaruhi penerimaan akseptor dalam 
penggunaan MKJP melalui pendapat TOMA/TOGA? 
3. Bagaimana pendapat institusi seperti bidan desa, KPPKB, Pembantu 
Pembina Keluarga Berencana (PPKB) dan Pembantu Pembina Keluarga 
Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD/ Sub Klinik Desa (SKD) terhadap 
penggunaan MKJP? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1.  Tujuan Umum 
Menganalisis faktor – faktor psikososial dan budaya lokal yang 
mempengaruhi penggunaan MKJP di Kabupaten Sukoharjo. 
2.  Tujuan Khusus 
a. Menganalisis faktor – faktor psikososial yang mempengaruhi 
penggunaan MKJP di Kabupaten Sukoharjo. 
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b. Menganalisis budaya lokal yang mempengaruhi penggunaan MKJP di 
Kabupaten Sukoharjo melalui pendapat TOMA/TOGA. 
c. Menganalisis pendapat institusi seperti bidan desa, KPPKB, Pembantu 
Pembina Keluarga Berencana (PPKB) dan Pembantu Pembina 
Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD/ Sub Klinik Desa 
(SKD) terhadap penggunaan MKJP. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Mampu menambah dan menyempurnakan data yang mendukung 
Theory of Planned Behavior dan model Precede Proceed  khususnya 
dalam program KB MKJP. 
2. Manfaat Praktis 
a. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dan KPPKB 
Memberikan informasi atau masukan untuk rekomendasi 
kebijakan dalam meningkatkan kelangsungan program KB sebagai 
upaya memperbanyak partisipasi peserta KB baru dan dapat 
mengantisipasi kendala yang dihadapi akseptor MKJP di Sukoharjo.  
b. Tenaga Kesehatan 
Memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat sehingga 
dapat membantu mempermudah dalam penyuluhan dan menyampaian 
informasi tentang MKJP. 
